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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

Proporsional dengan menerapkan Sistem terbuka pemilu sudah di dalam 

aturan  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk secara langsung memilih calon legislatif, mencerminkan 

prinsip syura (musyawarah) yang menjadi bagian penting dalam siyasah 

dusturiyah. Prinsip syura menekankan kedaulatan rakyat dalam menentukan 

pemimpin dan kebijakan negara, yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam 

konteks siyasah dusturiyah, sistem pemilu ini dianggap mendekati maqasid 

syariah, yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui proses 

yang adil dan transparan. 

 Namun, meskipun sistem ini menawarkan partisipasi langsung dari 

rakyat, tantangan utama yang dihadapi adalah politik uang dan lemahnya 

pembinaan kader partai politik. Dalam siyasah dusturiyah, politik uang atau 

risywah adalah hal yang sangat dilarang, karena dapat merusak integritas dan 

tujuan utama dari pemilu, yakni mewujudkan pemimpin yang amanah dan 

berkualitas. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip maslahah 

(kemaslahatan), yang menjadi inti dari siyasah dusturiyah, yang seharusnya 

memastikan proses politik berlangsung dengan keadilan dan kesejahteraan 

bagi rakyat. 

 Akhir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang 

mempertahankan proporsional terbuka dapat dilihat sebagai upaya untuk 

menjaga keadilan dalam representasi politik, yang juga sejalan dengan 

prinsip dalam siyasah dusturiyah. Keputusan ini menegaskan bahwa sistem 

pemilu proporsional terbuka tetap dipertahankan demi menciptakan 

representasi yang lebih baik bagi rakyat. Meski demikian, sistem ini tetap 

membutuhkan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang ada, seperti mengurangi biaya politik tinggi dan 
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meningkatkan kualitas kader partai. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem 

pemilu tetap sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yang mengutamakan 

kesejahteraan dan keadilan sosial. 

 Dalam implementasinya, pemerintah dan pembuat kebijakan 

diharapkan dapat mengintegrasikan lebih banyak nilai-nilai siyasah 

dusturiyah dalam regulasi pemilu. Ini termasuk memastikan bahwa seleksi 

calon legislatif tidak hanya mengutamakan popularitas dan kemampuan 

finansial, tetapi juga kompetensi dan kepercayaan sesuai dengan kriteria 

syar’iyah, yaitu amanah dan berkompeten. Pemberantasan politik uang harus 

dilakukan dengan lebih tegas, sesuai dengan larangan dalam Islam terhadap 

praktik risywah, yang tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga 

berseberangan dengan qaidah Islam tentang rassa adil juga pemerintahan 

yang bersih. 

 Selain itu, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam 

membina kader yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki nilai-nilai 

syar’iyah, seperti keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah. Sebagai 

organisasi politik, partai harus memastikan bahwa proses seleksi calon 

legislatif dilakukan secara transparan dan berbasis pada prinsip-prinsip 

syar’iyah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kader yang berkualitas dan 

amanah, yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu membawa maslahat 

bagi umat dan negara. 

 Akademisi dan peneliti juga memegang peran penting dalam 

pengembangan sistem pemilu. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

bagaimana penerapan siyasah dusturiyah dapat mengatasi kelemahan sistem 

pemilu, seperti tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik 

transaksional. Penelitian yang mendalam mengenai relevansi nilai-nilai 

siyasah dusturiyah sebagai panduan etis dalam memperkuat demokrasi di 

Indonesia akan sangat penting. Peneliti juga perlu mengkaji bagaimana 
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sistem ini dapat lebih memperkuat akuntabilitas politik dan keterwakilan 

yang seimbang antara partai politik dan suara rakyat. 

5.2  SARAN 

 Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mengambil langkah 

strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai siyasah dusturiyah ke dalam 

regulasi pemilu. Hal ini dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa proses 

seleksi calon legislatif dilakukan sesuai dengan kriteria syar’iyah, seperti 

kompetensi dan amanah. Selain itu, penguatan aturan guna mencegah 

praktik politik uang menjadi sangat penting, dengan penegakan hukum yang 

lebih ketat berdasarkan larangan risywah dalam Islam. Di sisi lain, partai 

politik harus berfokus pada pembinaan kader yang berbasis pada prinsip 

siyasah syar’iyah, terutama dalam hal keadilan, tanggung jawab, dan 

musyawarah. Proses seleksi calon legislatif juga harus dilakukan secara 

transparan untuk menjamin terpilihnya kader yang berkualitas dan amanah. 

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, diperlukan studi yang lebih mendalam 

mengenai penerapan siyasah dusturiyah untuk memperbaiki kelemahan 

sistem proporsional terbuka, seperti mengatasi politik uang dan biaya tinggi 

dalam pemilu. Penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan 

pemahaman tentang relevansi siyasah dusturiyah sebagai panduan etis 

dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Sementara itu, masyarakat 

diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin 

berdasarkan nilai-nilai syar’iyah, seperti amanah dan keadilan, serta menolak 

segala bentuk politik uang. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau 

jalannya pemilu juga menjadi kunci agar pasti proses pemilu  secara jujur, 

adil, dan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. selain itu, masyarakat 

diharapkan dapat meningkati intelektual dan rasa sadar akan penting banget 

memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai syar’iyah, seperti amanah dan 

keadilan, serta menolak segala bentuk politik uang. 
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